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?
Hingga 2013, setidaknya

ada 4 versi Supersemar

yang disimpan oleh pihak

Arsip Nasional Republik

Indonesia (ANRI).

Keempat versi itu berasal

dari tiga instansi, yakni 1

versi dari Puspen TNI AD, 1

versi dari Akademi

Kebangsaan, dan 2 versi

dari Sekretariat Negara

(Setneg).

“Melalui bantuan pemeriksaan 

laboratorium forensik (Labfor) 

Mabes Polri, semua dokumen 

Supersemar yang di uji tersebut 

dinyatakan belum ada yang 

orisinil, belum ada yang 

autentik. Supersemar versi TNI AD 

bahkan sudah dibuat dengan 

teknologi mesin komputer. 

Padahal, tahun 1966 belum 

digunakan mesin komputer, masih 

menggunakan mesin ketik 

manual. Berarti dokumen itu palsu, 

dibuat setelah tahun 1970-an.” M. 

Asichin, mantan kepala ANRI.



Polemik semacam ini, untuk mempertentangkan
yang asli dan palsu sudah sepatutnya diakhiri, 
terlebih tokoh-tokoh peristiwa ini sudah tiada, 

meskipun tidak menutup kemungkinan di masa
depan ada titik terang terkait polemik ini. Ribut-ribut

soal Supersemar ini akan lebih produktif bila diisi
dengan kajian riset mengenai apa yang 

sesungguhnya terjadi pra dan pasca 11 Maret 1966. 



16 Maret 1966



18 Januari 1966



• Meskipun demikian, Supersemar menjadi petanda kekuasaan
Sukarno dilucuti secara bertahap. 

• Dimulai dengan pembersihan pejabat negara yang dituduh
komunis di lembaga-lembaga negara, ini dibuktikan dengan
penangkapan menteri-menteri yang diduga memiliki
keterkaitan dengan partai ini.

• Mereka yang ‘dibersihkan’ di antaranya Dr. Soebandrio, Dr.
Chaerul Saleh, Ir Setiadi Reksodiputro, Sumardjo, Oei Tjoe Tat, 
Ir. Surahman, Jusuf Muda Dalam, Armunanto, Sumarto
Martopradoto, Astrawinata, Mayjen Achmadi, Drs. Moch
Achadi, Letkol Inf. Moh. Sjafei, J. Tumakaka dan Mayjen Dr.
Sumarno. 

• Tindakan ini diambil sebagai bentuk
pertanggungjawabannya kepada rakyat. Berdasarkan
pengumuman No. 5 yang ditandatangani Men/Pangad
Letjen TNI, Soeharto.



18 Maret 1966



Selain kehilangan legitimasi dari militer, terutama Angkatan
Darat dan parlemen beserta kabinet penyokong utama

kekuasaan politiknya. Sukarno juga kehilangan kontrol atas
media massa. Bila sebelumnya kebijakan politik Sukarno 
banyak mendapat dukungan dari surat kabar semacam
Suluh Indonesia, Harian Rakjat dan berbagai surat kabar

lain yang condong padanya, pasca Supersemar, Sukarno 
mutlak kehilangan dukungan dari media massa. Karena

media massa, dalam hal ini RRI, TVRI, dan Pers dalam
kendali Ka Puspen AD, Brigjen Ibnusubroto. Berdasarkan

pengumuman Puspen AD No. 001/Sus yang dikeluarkan 18 
Maret 1966 RRI, TVRI dan Pers berada dalam asuhan, 

kordinasi dan pengawasan Kepala Pusat Penerangan (Ka
Puspen) AD.



• Hilangnya legitimasi sosial politik inilah yang kemudian membuat Sukarno 

terjungkal pada Sidang Umum MPRS setahun kemudian. 

• Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam Kronik 65 mencatat, Supersemar 

memiliki kekuatan yuridis yang mengikat semua orang bahkan Presiden 

Sukarno pun tidak bisa mencabutnya, ketika MPRS memutuskannya sebagai 

TAP MPRS Nomor IX/1966 pada 21 Juni 1966. 

• Pada hari itu juga MPRS mencabut gelar Sukarno sebagai presiden seumur 

hidup. Sementara itu, MPRS memberikan kewenangan kepada Soeharto, 

sebagai pengemban Supersemar, untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 

1966.

• Husein Abdussalam berpandangan bahwa dualisme Sukarno versus Soeharto 

di puncak kekuasaan tidak terhindarkan. Soeharto mampu memanfaatkan 

momentum sejak peristiwa Gestapu dengan menjadi Pangkopkamtib hingga 

mendapat mandat Supersemar. 

• Di sisi lain, lemahnya kondisi ekonomi semasa Demokrasi Terpimpin dan 

berbagai demonstrasi menentang Sukarno turut membuat posisi politik 

presiden pertama itu semakin terdesak.


